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Abstrak 

Kabupaten Jombang melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan perancangan dari 

pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Tujuan dari PTSL adalah untuk 

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat, mengurangi sengketa tanah, 

dan mendukung pembangunan ekonomi. Semua bidang tanah di suatu wilayah didata secara sistematis 

tanpa menunggu adanya permohonan dari masyarakat. Hal ini mencakup pengukuran dan pemetaan 

tanah, pengumpulan data yuridis, untuk syarat pendaftaran. Tahapan utama PTSL yang pertama adalah 

perencanaan dan persiapan yang meliputi indentifikasi wilayah yang akan didaftarkan, penyusunan 

rencana kerja dan sosialisasi kepada mansyarakat. Kemudian dilajutkan dengan pengumpulan data fisik 

dan yuridis yang berupa pengukuran dan pemetaan tanah, data yuridis melalui wawancara dengan 

pemilik tanah. Penumuman dan verifikasi berlanjut dengan penerbitan sertifikat, penyelesaian dan 

monitoring yang menjadi tahapa akhir. Setiap tahapan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai 

pihak, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan 

keakuratan data dan legitimasi sertifikat yang diterbitkan. Untuk itu peneliti melakukan pengolahan data 

yang dapat mengidentifikasi pada kinerja PTSL menggunakan SIG dan dengan shapefile. 

Kata Kunci: Identifikasi, Tanah, PTSL. 
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Abstract 

Jombang Regency is carrying out complete systematic land registration (PTSL) with plans from the 

Indonesian government to speed up the land certification process. The aim of PTSL is to provide legal 

certainty over land ownership to the community, reduce land disputes, and support economic 

development. All plots of land in an area are systematically recorded without waiting for requests from 

the public. This includes measuring and mapping land, collecting juridical data, for registration 

requirements. The first main stage of PTSL is planning and preparation which includes identifying the area 

to be registered, preparing a work plan and outreach to the community. Then proceed with collecting 

physical and juridical data in the form of land measurements and mapping, juridical data through 

interviews with land owners. Announcement and verification continues with the issuance of certificates, 

completion and monitoring which are the final stages. Each stage is carried out by involving various 

parties, including local communities, regional governments and other related agencies, to ensure the 

accuracy of the data and the legitimacy of the certificates issued. For this reason, researchers carry out 

data processing that can identify PTSL performance using GIS and shapefiles. 

Keyword: Identification, Soil, PTSL. 

 

PENDAHULUAN 

Hubungan antara masyarakat dan lahan adalah topik yang luas dan mencakup 

berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Banyak masyarakat, lahan merupakan 

aset penting yang mempengaruhi kekayaan dan status sosial (Dittmann & Leiber, 2024). 

Kepemilikan lahan dapat diwariskan turun-temurun atau diperoleh melalui pembelian. 

Cara masyarakat menggunakan lahan seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan, kebutuhan 

ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, lahan dapat digunakan untuk pertanian, 

pemukiman, industri, atau konservasi (H. Yu & Zheng, 2024). Kebutuhan-kebutuhan ini 

memerlukan perencanaan penggunaan lahan yang bijak dan berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa merusak lingkungan 

atau mengabaikan hak-hak masyarakat setempat (Arghand et al., 2022). 

Lahan adalah suatu area atau permukaan tanah yang memiliki berbagai fungsi dan 

nilai, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, lahan tidak hanya 

merujuk pada tanah secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek penggunaan, pengelolaan, 

dan hak kepemilikan. Lahan merupakan unsur penting kehidupan manusia (McMahon et 

al., 2024). Selain dijadikan untuk tempat tinggal, lahan juga dimanfaatkan dan diolah 

sebagai sumber penghasilan (Debrunner & Kaufmann, 2023). Pemanfataan lahan bisa 

berupa lahan pertanian yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam dan peternakan. 

Jenis ini meliputi lahan sawah, ladang, kebun, dan padang rumput. Lahan pemukiman area 

yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan fasilitas pendukung seperti jalan, 
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taman, dan fasilitas umum. Lahan industri digunakan untuk kegiatan industri dan 

manufaktur, termasuk pabrik dan gudang. Lahan hutan area yang ditumbuhi pepohonan 

dan vegetasi alami, berfungsi untuk konservasi dan penyerapan karbon. Lahan komersial 

area yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, seperti pusat perbelanjaan, kantor, dan 

tempat usaha lainnya (L. Yu et al., 2024). Kemakmuran, kesejahteraan serta keadilan sosial 

bagi masyarakat dapat terwujud dengan sistem pemerintah yang baik untuk mengelola 

sumber daya. Pembenahan peraturan dan kebijakan hukum terus dibenahi, tetapi masih 

ada kekurangan pada sistem birokrasi dan pelayanan BPN (Ayu, 2020). Beberapa kasus 

yang masih sering dijumpai adalah kepemilikan sertifikat ganda dan suap menyuap yang 

terjadi (Rudianto & Heriyanto, 2022). Masyarakat kemudian menjadi korban karena 

ketidakpahaman terhadap hukum, serta masih banyak masyarakat pedesaan yang 

mewariskan tanah secara turum temurun tanpa ada kejelasan hukum untuk tanah mereka 

(Zaelani et al., 2022). Kesenjangan sosial, ketidakadilan serta kemiskinan adalah akibat 

negatif yang ditimbulkan karena kurang kejelasan hukum (Achmad, 2024). Salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya masalah adalah pemilihan stelsel publisitas yang 

berada di BPN. Permukaan bumi terdiri dari 25% dataran dan sisanya adalah samudera 

dengan penghuni pada dataran 25 milyar jiwa (Zaki et al., 2022). Sebanyak 79.191.671 juta 

atau 79 bidang tanah telah mendaftarkan program PTSL melalui Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2022 dan 62,85% tager 

yang sudah terpenuhi dengan target 100% pada tahun 2025 (Karyadi, 2017). Pendaftaran 

Tanah Sistematis Langsung (PTSL) adalah program pemerintah di Indonesia yang 

bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah bagi masyarakat. Program ini 

merupakan bagian dari upaya reformasi agraria untuk meningkatkan kepastian hukum 

atas kepemilikan tanah dan mengurangi sengketa lahanKementrian yang berwenang atas 

hukum dan kepemilikan tanah adalah Kementrian ATR/BPN yang dulunya hanya BPN 

(Irawan & Wulansari, 2020). Analog adalah bentuk dari proses dan produk pertanahan di 

ATR/BPN hingga 2007, kemudian Inpres No 2 Tahun 2018 dikeluarkan untuk PTSL proses 

pendaftaran gratis hingga tahun 2025 (Manthovani & Istiqomah, 2021). Berbagai 

permasalaahan sering terjadi pada proses PTSL berlangsung mulai dari pengumpulan data 

masyarakat hingga luas bidang tanah yang terjadi sering lebih dari koreksi standart dari 

prosedur alat yaitu 10%. Permasalahan lainnya terdapat di pedesaan pada proses program 

PTSL ini dilaksanakan terjadi hambatan diantaranya pembayaran pajak atas tanah (PPh 

dan BPHTB), SDA, sarana dan prasarana, tanah absentee, kelebihan maksimum, dan juga 

terlantar (Mudjiono, 2007). Teknolig yang berkembang menjadikan solusi untuk penataan 

hukum dan manajemen sistem pengolahan lahan. Penyelenggaraa,  pelaksanaan survey, 
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pengukuran dan pemetaan menggunakan aplikasi QGIS dan Auto MAP adalah bentuk 

pelaksanaan salah satu fungsi dari Kemtrian ATR/BPN (Yang et al., 2024). Banyaknya 

bidang tanah yang overlap dibandingkan tanah lain dan luas, kemudian bidang tanah yang 

tidak sesuai dengan kondisi lapangan adalah masalah dari proses digitalisasi yang 

dilakukan secara menyeluruh (Di Stefano et al., 2024). Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi Pengukuran pendaftaran luas bidang tanah ke Sistem Informasi Geografis 

pada program PTSL.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

yang diperoleh atau dioleh oleh peneliti secara langsung adalah data primer yang 

digunakan. Sedangkan data yang diperoleh dari sumber atau data yang sudah ada adalah 

data sekunder. 

Adapun data primer dan sekunder dari penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data pengukuran tahun 2019 di PT Ametis Indogeo Prakarsa yang berupa pengamatan 

dan wawancara secara langsung guna mengamati proses PTSL dan mengamati respon 

dari para pegawai dan masyarakat terhadap pelayanan. PTSL Kabupaten Jombang 

terbagi  870 bidang di 21 Desa 76 Dusun Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 

pada tahun 2019. 

2. Data Sekunder 

Data berupa dokumen atau arsip dari PT Ametis Indogeo Prakarsa, terdiri dati 

pengamatan langsung atau tidak lagsung terhadap obyek penelitian. Data sekunder ini 

juga sebagai data pendukung kinerja PTSL pada lokasi penelitian.  

 

PTSL oleh kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang merupakan langkah 

inovatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal penguatan dalam proses kegiatan 

kantor BPN yang sering terjadi. Penuntasan masalah sangat dipengaruhi oleh kelengkapan 

data-data hak atas tanah. Kemudian pemberian pemahaman untuk PTSL di kantor BPN 

harus dilakukan dengan baik dan secara optimal. 

Jenis penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian sistematis 

terhadap fenomena kualitas hubungan dan bagian-bagian sistematis. Pengembangan 

dengan dan menggunakan model sistematis , teori atau hipotesos yang berkaitan dengan 

fenomena alam. jenis penelitian ini sangat cocok menggunakan metode ini yang bertujuan 

untuk memahami objek yang diteliti. Tujuan lainnya yaitu secara khusus sebagai evaluasi 
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suatu kasus dan dapat mengembangkan penyelidikan dalam memahami kasus penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan SIG pada aplikasi quantum meliputi data shp dan pengukuran yang 

diinput ke QGIS dan dikroscek untuk koreksi dengan luas bidang tanah. Proses pertama 

adalah penginputan data format shp menggunakan item vektor data yang kemudian 

menjadi vektor format shp. Format shp data pengukuran PTSL 2019 dapar dilihat pada 

Gambar 1 yang belum terdeteksi format coordinate reference system (CSR).  

 

 

Gambar 1. Format SHP 

 

Di wilayah Jawa Timur WGS84 UTM Zone 49S. Sistem yang digunakan dalam QGIS 

adalah sistem proyeksi standart WGS 1984 atau sistem koornidat secara global, yang 

digunakan untuk penentuan posisi lintang dan bujur pada permukaan Bumi. Penginputan 

data menggunakan format EPSG:23836 – DGN 95/Indonesia TM-3 zone 49.2 yang 

meruoakan wilayah Jawa Timur. Data lainnya yang akan diinput adalah data-data 

pengukuran pada PTSL 2019 untuk dikroscekan di QGIS. ( Line to Polygon ) 
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(a)                                           (b) 

Gambar 2. Luas Pengukuran PTSL (a).Titik, (b). Layer  

 

Batas bidang tanah yang sudah di input di aplikasi Quantum GIS akan dikroscek 

dengan citra google satellite. Dalam tahap overlap bidang data yang kita input satu per 

satu akan overlap atau tumpang tindih sesuai urutan daftar shp yang akan dikroscek. 

 

 

Gambar 3. Luas Pengukuran PTSL (a).Titik, (b). Layer  

 

Gambar 3 menunjukan bahwa luasan pada citra dan data pengukuran mengalami 

perbedaan yang signifikan, bergeser kurang lebih 2-5 Meter pada ukuran aslinya. Proses 

kemudian dilanjutkan dengan pangambilan data dari excel. Hasil luas bidang tanah pada 

aplikasi QGIS ditampilkan dalam bentuk tabel dengan perbandingan data yang sama dan 

berbeda yang terdiri dari 10 blok bagian dengan format ($area → 42, Preview = 

11157.065020896074) 
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Tabel 1. Perbandingan Setiap Blok 

Blok 
Data 

Selisih 
Standart 

Toleransi 
Sama Berbeda 

   (meter) (%) 

1 137 146 1-2 7 

2 72 16 1-4 -78 

3 19 29 1-5 53 

4 4 11 1-9 175 

5 11 21 1 91 

6 283 289 1-3 2 

7 18 104 1-3 478 

8 223 143 1 -36 

9 90 79 1 -12 

10 68 231 1-2 240 

Total 925 1069   

 

Berdasarkan pengamatan luasan serta jumlah bidang tanah yang terdaftar dalam 

PTSL 2019 di Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, diperoleh kroscek 

yaitu lebih dari maksimum tolerenasi standart alat yaitu 10%, yaitu ≥ di Blok 5, blok yang 

lain memiliki berbedaan luasan yang masih dalam tahapan tolerensi alat. Namun dengan 

demikian, Tolrensi alat yang di realkan dilapangan adalah 1,5 m – 5 m. Perhitungan dapat 

dikategorikan dengan spesifikasi baik, cukup, dan kurang. Untuk mengetahui perbedaan 

luas bidang tanah yang cukup signifikan. Presentase toleran menunjukkan pada blok 4, 

blok 5, blok7, dan blok 10 adalah blok yang tidak memenuhi toleransi. Bahwa kondisi 

lokasi-lokasi tersebut memiliki lahan yang sangat luas dan selisih luas yang dihasilkan 

pengukuran dipengaruhi oleh ruang pandang yang terbatas. Selain itu terdapat kendala 

lainnya yang menyebabkan terjadinya selisih luas pada pengukuran, terjadinya kecurangan 

perorangan pada saat pengukuran, Adapun cuaca yang kurang cerah pada saat 

pengukuran, dan kondisi lokasi yang sulit dijangkau. 

Pengecekan di aplikasi QGIS dalam penggambaran bidang tanah yang dianggap 

benar masih tidak sesuai, sedangkan untuk seluruh luas bidang tanah yang dihasilkan dari 

pengukuran memenuhi toleransi. Hal tersebut membuktikan bahwa Aplikasi QGIS sangat 

berguna untuk mengkoreksi suatu pengukuran di PTSL, ini sebagai acuan untuk 

kedepannya agar tidak terjadi sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas pengukuran 

dengan meminimalisir terjadinya kesalahan pengukuran, mengingat proses pendaftaran 
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guna masyarakat memperoleh hak tanah yang akurat melalui suatu kepastian hukum. 

Singga terciptanya rasa nyaman dalam pemanfaatan tanah dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial di masyarakat. Maka dari itu 

diperlukan kedisiplinan pada pengukuran PTSL guna memberikan hak yang sebenar-

benarnya kepada pemilik hak atas anah tersebut. 

 

 

Gambar 4. Grafik Analisis Perbedaan Data 

 

SIMPULAN 

Aplikasi Quantum GIS sangat bermanfaat untuk mengkroscek atau mengkoreksi 

pada pengukuran PSTL Di Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. 

Proses overlay bidang tanah pada aplikasi memberikan luasan yang sebenarnya 

bertumpang tindih dengan citra satelit. Perhitungan luasan bidang tanah menggunakan 

rumus di aplikasi qgis dengan format $area → 42 Preview = 11157.065020896074 

Kemudian akan muncul Tabel Luas QGIS secara otomatis yang sudah dihitung 

menggunakan icon (Open Field calculator). Pendaftaran tanah pada PTSL yang mengalami 

perbedaan pada data pengukuran luas bidang tanah kurang lebih 1.069 bidang dari 1.994 

bidang tanah. 
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